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ABSTRAK

Fiiria Rachmawati

PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA DAN
/ATAU DENDA ATAS PAJAK PENGHASILAN PADA KPP BEKASI
X + 80 Halaman: 14 Lampiran: 2007

Kata Kunei: Pelaksanaan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan /atau
Drenda atas Pajak Penghasilan Pasal 21

Alasan dan Tujuan Penelitian: untuk mengevaluasi pelaksanaan
sanksi administrasi berupa bunga dan denda atas PPh Pasal 21 yang
diterapxan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bekasi karena adanya system Self
Assesment yang pada saai mi diberlakukan bagi semua Wajib Pajak. Untuk
melengkapi data yang diperlukan dilakvkan pengamatan langsung di
lapangan dan melakvukan wawancara dengan para fiskus {aparatur pajak)
guna memperoleh kelengkapan data dan informas: vang dibutuhkan.
Pelaksanaan Sanks) Adminstras: sangat penting bagi suatu KPP sehingga
diharapkan dapat menngkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajb Pajak
dalam melaksanakan kewgjiban perpajakkannya.

Hasil Penelitian: KPP Bekasi telah menerapkan dan menjalankan sanksi
administrasi pada system self assesment, namun belum maksimal. Dilihat
dari masih banvaknya Waiib Pajak yeng tidak mau melaksanakan
kewajiban perpajakkannva

Kesimpulan dan Saran: Pelaksanaan sanksi administrast belum dapat
dyjalankan secara maksimal sehubungan dengan kurangnya kesadaran dan
kepatuhan wajib pajak, selain itu kurangnya jumlah aparatur pajak yang
fidak seimbang dengan jumlah Wayib Pajak. Dan perhitungan Analisis
Regresi Berganda, pada Upn Kerelasi Pearson hanva variabel X2 (SKPKB)
yang terdapat pengarub ferhadap wvariabel Y (Wajib Pajak Efekuf),
sedangkan pada Uj t tidak dtemukan pengaruh yang kuat antara variabel
X1 (STP) dan vanabel X2 (SKPKDB) terhadap variabel Y (Wajib Pajak
Efektif), untuk Uy F {ANQOV A} antara variabel X1 dan variabel X2 terhadap
variabel Y terdapat pengaruh serta pada Ujl Asumsi Otokorelasi dan
Multikolinearitas dalam hasil penelitian tidak terjadi. Kontribusi variabel X1
dan variabel X2 terhadap variabel Y sebesar 62,6% dan selebihnya sebesar
37.4% dipengaruhi oleh faktor lam Perlu diingkatkan penyuluhan baik dari
media massa maupun elektronil, dan pengawasan oleh aparatur pajak serta
menambah jumlah aparatur pajak yang handal dan profesional.

Daftar Acuan: 12 (20G00-2007)

(G) Dosen Pembimbing: Drs. Boedi. S. Hartono, Ak, MM
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masal:h

Pada saat ini Negara Indonesia sedang berusaha untuk menata kembalt
keadaan ekonomi yang beberapa saat yang laly dilanda krisis ekonomi. Penataan
ini dilakukan disegala bidang mulai dan sektor skonomi, politik, sosial, budaya,
pertahanan dan keamanan Penataan ini bukan hanya untuk memperbaiki
ekonomi semata-mata, tetapt juga menmgkatkan taraf hidup rakyat. Oleh sebab
itu, diperlukan peran aktf dan kerjasama darn masyarakat dan dunia usaha
sebagal Wajib Pajak, juga aparaiur perpajakan sebagai pemungut pajak, dimana
keduanya merupakan pihak-pihak vang saling berkaitan dalam sistem perpajakan
nasional untuk menjadikan pajak sebagai sumber utama penertimaan negara.

Sumber penerimaan negara dan dalam negeri berasal dari sektor migas dan
non migas sedangkan sumber penerimaan negara dari luar negeri berupa bantuan
dan piyjaman luar negert. Penertmaan dari dalam negert biasanya berhubungan
dengan kegiatan ekspor dan mmpor. Sumber penerimaan negara yang paling rutin
sampal saat in1 adalah sumber penerimaan negara yang berasal dari dalam negen
terutama darn sektor non migas yaitu pajak.

Pajak merupakan saleh samu sumber penermaan vang utama bagl sebuah
negara yang dibayar oleh masvarakat sebagas wiran yang pemunguiannya dapat

dipaksakan oleh pemeriniah berdasarkan ketentwan peraturan perundang-



undangan, sebagai perwujudan peran serta masyarakat dalam melaksanakan
kewajiban perpajakan  vang diperlukan  untuk pembiayaan negara dan
pembangunan nasional.

Pembangunan nasional pada dasamya adalah usaha membangun kemandirian
bangsa agar dalam proses pembangunan selanjutnya dapat berjalan sesuai dengan
kemamapuan sendiri. Oleh karena itu untuk menunjang suksesnya pembangunan
nasional, pemerintah membutuhkan dana dalam jumlah yang besar. Dewasa mi
pemerintah lebith memprionitaskan penerimaan dari dalam negen untuk
menciptakan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan. Terlebih bila
melihat jumlah utang luar negeri yang sudah cukup besar dan dalam taraf yang
semakin mengkhawatirkan  Untuk 1tu, pemerintah berupaya untuk lebih
meningkatkan dan mengopuimalkan penerimaan dalam negeri sesuai dengan
keadaan ekonomi keuangan di Indonesia saat ini.

Melihar kenyataan tersebut diatas maka kebijaksanaan yang diambil
pemerintah adalah mengershkan kemampuan dalam negeri dengan cara
meningkatkan penerimaan negara dan sektor pajak. Segala upaya telah dilakukan
pemerintah untuk melaksanakan kebijaksanaan dibidang perpajakan diantaranya :
1. Memperbaharui Undang-Undang Perpajakan Nasional, meliputs :

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tara

Cara Perpajakan digants dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994

dan Undang-Undang Momor 16 Tahun 2000,



(73

b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh)
diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

¢. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa (PPN) dan Pajak Periambahan MNilai Barang Mewah
(PPnBM) yang telah dichab dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
1994 dan Undang-Undang Nomer 18 Tahun 2000,

2. Memperbaharui sistem perpajakan dari sistem “Official Assesment” menjadi
sistem “Self Assesment”.

Pembaharuan ini lebih sesuar dengan kondist perekonomian di Indonesia

yaitu sederkana, mudah dipahami, dan lebth memberikan kepastian hukum.

Sistem Self Assesmen: yang wmemberikan kepercaysan besar kepada

masyarakat atau wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar
dan melaporkan sendiri besamva paak yang sesungguhnya terutang. Usaha
tersebut telah mendapat tanggapan vang besar dan positif darn masyarakat.
Namun sejalan dengan itu. muncul berbagai suara yang mengharapkan agar
sistem Self Assesmen: dapat dilaksanzkan secara mutlak dengan memberikan
kepercayaan yang diberikan oleh Undang-Undang Perpajakan yang baru melalui
Self Assesment adalah kepercavaan yang bukan tanpa sanksi. Dalam sistem Self
Assesment ini, fiskus menerima dan mempercayai penghitungan Wajib Pajak atas
jumlah pajak vapng terutang sepanjang tidak ada data lamnnya. Namun jika

berdasarkan hasil penelinan dan pemernksaan maupun data lain ternyata



penghitungan Wajib Pajak tidak benar atau tidak sesuai lagi dengan penghitungan
yang sesungguhnya terutang atau tidak melakukan kewajiban perpajakannya
dengan baik, maka terhadap Wajib Pajak yang demikian itu dapat dikenakan
Sanks: Administrasi maupun Sanks: Pidana. Sanksi Administrasi terdin atas
bunga, denda dan kenaikan. Sankst ini berpengaruh pada tingkat kepatuhan Wajib
Pajak dalarn melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin sedikit sanksi
bunga, denda dan kenaikan vang dikenakan Wajib Pajak, maka semakin besar
pula tingkat kepatuhan Wb Pejak, karena zdanya suatu kesadaran sebagai
warga negara yang baik dalam mematuhi peraturan perpajakannya. Kepercayaan
akan berjalan dengan baik dan akan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab
apabila disertai dengan sanksi bukum dan penegak hukum secara adil tanpa
memandang, siapapun juga.

Dengan sistem Self dssesmen: tersebut, tentunya tidak berarti masyarakat
atau wajib pajak dengan sesukanva menpetapkan pajaknya. Dengan adanya
kebebasan tersebut timbul kecenderungan Wapnb Pajak uniuk meminimalkan
besamva pajak vang harus dibavar, melaler usaha yang fegal maupun usaha vang
mengandun; risiko tinggi karena bertentangan dengan hukum. Undang-Undang
Perpajakan khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 telah mengatur suatu
mekanisme kontrol.

Sgjalan dengan harapan dalam upaya peningkatan pelayanan pajak

masyarakat tersebut, wewenang Dirjen Pajak vang bersifat teknis admmistranf
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dapat dilimpahkan kepada aparat bawahannya. Dalam Undang-Undang
digariskan bahwa administrast perpajakan berperan aktf dalam melaksanakan
tugas-tugas pembinaan, pengawasan, dan penerapan sanksi sesual peraturan
perundang-undangan perpajakan. Pembinaan masyarakat Wajib Pajak dapat
dilakukan melalui berbagal upava, antara lain  pemberian penyuluhan
pengetahuan perpajakan baik melalul media massa maupun penerangan langsung
kepada masyarakat.

Sanksi perpajakan kbususava sanks: administrasi dibuat pemermtah untuk
menjamin ditaatinya  peraturan  perundang-undangan perpajakan.  Sanksi
administras: dapat dikatakan sebagal alat pencegah (preventif) agar wajib pajak
tidak melanggar norma perpajakan karena semakin tinggi tingkat kesadaran
masyarakat untuk membayar pajak, semakin besar pula peluang untuk
meningkatkan kesejahieraan masvarakat melalui proyek pembangunan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk
mengetahui febih dalamn mengenat pelaksanaan sanksi perpajakan terutama sanks:

f

administrasi berupa bunga dan / atau denda bila dikartkan dengan peningkatan
kepatuhan Wajib Pajaknya vang dibatasi pada masalah Pajak Penghasilan Pasal
21 dengan mepnuangkannya pada sknpsi vang berjudul “PELAKSANAAN
SANESI ADMINISTRAS]I BERUPA BUUNGA DAN/ATAU DENDA ATAS

PAJAK PENGHASILAN PADA KPP BEKASI”.



1.2 Identifikasi Masalah

Sehubungan dengan masalah tersebut diatas maka penulis tertarik untuk
membahas masalah-masalah yang secara nnci dapat dijelaskan dalam bentuk
pertanyaan sebagai berikut
i. Bagaimana mekanisme atau prosedur pelaksanaan sankst administras:

perpajakan berupa bunga dan / atau denda atas PPh Pasal 21 di KPP Bekasi ?

.tx.}

Bagaimana pelaksanaan sanks: administrasi yang telah dijalankan KPP Bekasi

dapat meningkatkan kepatuban Wajib Pajak 7

3. Bagaimana peranan sanksi adminisirast berupa bunga dan / atau denda bag:
Wajib Pajak vang tidak memenuhi atau salah dalam memenuli kewajiban
perpajakannya ?

4, Bagaimana pengaruh sankst admsmistrasi berupa bunga dan/atau denda

terhadap kepatuhan Wayb Pajak 7

1.3 Pembatasan Masalah

Sehubungan dengan Identifikasi masalah tersebut di atas, permasalahan yang
timbul akibat sankst perpajakan vang cukup bervanasi, maka penulis hanya
membatasi permasalahan pada senksi perpajekan vyaitu Pelaksanaan Sanksi
Adminisirasi Berupa Bunga Dan / Atav Denda Atas Pajak Penghasilan Pasal 21
yang diterapkan pada KPP Bekasi. Sehingga selanjuinya akan diketahui seberapa

besar peranan sanksi adminisirasi i dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.



1.4 Perumusan Masatah

L.

Apakah pelaksanaan sanksi perpajakan atas sanksi adminisirasi berupa bunga
dan / atau denda atas pajak penghasilan Pesal 21 tersebut dapat meningkatkan
kesadaren dan kepatuhan Wanb Pajak ?

Apakah peranan dan pengaruh sankst admimistrasi dapat meningkatkan
kepatuhan Wajib Pajak ?

Apakah kendala yang dihadapr KPP Bekast dalam melaksanakan sanksi

administrasi berupa bunga dan / atau denda dan upaya untuk mengatasinya?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penulis melakukan penelitian 1 dengan maksud untuk memperoleh data-

data vang dapat dijadikan bahan wntuk penulisan skripsi. Adapun tujuan

penelitian iri adalah sebagai bertkut

L.

't\.)

(8]

Untuk mentlal lebih jaulb prosedur pelaksanaan sanks: administrasi berupa
bunga dan / atan denda atas PPh Pasal 21 di KPP Bekasi.

Untuk raengevaluast sanksi-sankst administrasi apa saja yang dikenakan
terhadap Wanb Pajak vang melanggar ketentuan perpajakan.

Untuk mengevaluasi sejauh mana peranan dan pengaruh sanksi administrasi
terhadap PPh Pasal 21 dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib
Pajak.

Untuk mengevaluasi permasalaban yang sering dibhadapi oleh petugas di

lapangan dan mencoba memberikan saran alternaitf pemecahan masalah.



Manfaat Penelitian
Berdasarkan hasil penelitian vang diperoleh, maka penulis mengungkapkan

beberapa penyusunan dari peneliiian i untuk beberapa pihak, yaitu

|. Bagi penulis, dengan penelitian in: diharapkan nantinya dapat menambah
wawasan dan pemahaman yang ¢ukup baik mengenai perpajakan dan sebagai
bahan perbandingan antara teon dengan praktek serta menjadi bekal untuk
terjun ke dunia kerja.

2. Bagi Pemerintah dan Masyarakat Wapb Pajek, sebagai bahan masukan atau
sumbangan pemikiran bag usaha meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

3. Bagi masvarakat Akademis, sebagai bahan referensi atau perbandingan dalam

melakukan penelitian selanjuinyva

1.6 Kerangka Pemikiran

SAMKSI PERPAJAKAN
I Somor 16 Tahun 2000

ITTT T T T ST T T TN
SANKSI | SANKSI |
ADMINISTRASI | PIDANA !
KENDALA |o_._..
EVALUASI

|

KEPATUHAN WP

Sumber : Undang - undang Momer 16 Tabun 2000 yang dikembanghkan cleh Penulis



Keterangan :

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan membahas secara jelas mengenai Sanksi Perpajakan
berupa Sanksi Administrasi dan Sanks: Pidana. Dalam skripsi ini, penulis hanya
membahas Sanksi Administrasi Perpajakan. Muncul masalah~-masalah / kendala
vang dihadapt KPP Bekas: dalam melaksanakan Sanksi Administrasi bagr Wajib
Pajak yang melanggar baik sengaja maupun tidak sengaja. KPP Bekast berusaha
untuk  mengatasi  Sankst  Adrunistrasi Perpajakan  fersebut  dengan
diberlakukannya Sankst Admmistras: Berupa Bunga Dan / Atau Denda. Sehingga
dengan adanya sanksi ini dikarapkan Wajib Pajak sadar akan kewajibannya untuk
membayar pajak tepat pada wakiunya Dengan kata lain Sanksi Administrasi
yang diterapkan pada KPP Bekasi dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan

Wajib Pajaknya.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam Skrpst 1 Penulis membuat suatu sistematika yang bertujuan
untuk mempermudah pembaca memshams: Skripsi mi1.

Skripsi in1 terbagi dalam lima (5) bab, yang masing-masing bab terdiri dari
sub-sub bab, yaitu :
BAB I PENDAHULUAN
Pada Bab I ini, Penulis membahas tentang latar belakang masalah dan identifikasi

masalah, kemudian dilanjutkan dengan pembatasan masalah, perumusan masalah,
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tujuan dan manfaat, seria kerangka pemikiran dan diakhin dengan sistematika
penulisan dari skripsi ini.

BAB II LANDASAN TEGRI

Pada Bab Il ini, Penulis menguraikan pengertian darn pajak, kemudian pengertian
dari sanksi administrasi, tujuan reformast perpajakan, sasaran administrasi
perpajakan, dasar hukum, jenis/macam sanksi administrasi, sarana untuk menagih
Sanksi Administrasi, hapusnya wtang pajak, serfa contoh penghitungan sanksi
administrasi berupa bunga dan / atau denda PPh Pasal 21.

BABHI OBJEKDANMETODOLOGI PENELITIAN

Pada Bab i1, Penulis menguratkan teniang objek penelitian, aspek-aspek yang
diteliti dan metode penelitian vang drgunakan oleh Penulis.

BABIV TAHAP-TAHAP PENERAPAN SANKSI PERPAJAKAN

Pada Bab IV, Penulis menguraikan efekiifitas pelaksanaan sankst administrasi,
peranan sanksi administras: berupa bunga dan denda atas pajak penghasilan,
pengaruh sanks: administrasi iterhadap kepatuhan Wajib Pajak, mekanisme
pelaksimaan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda, kemudian
dilanjutkan dengan membahas tentang kesadaran dan kepatuhan Wanb Pajak,
masalah-masalah yang dihadapr oleh KPP Bekasi seria langkah-langkah atau
kebijakan yang diambil oleh KPP Bekas , dan diakhiri dengan pengujian

hipotesis.
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BABY PENUTUP

Bab i terbagi dalam dua sub bab. Sub bab pertama mengenai kesimpulan yang
memuat tentangz kesimpulan atas pembahasan di dalam skripsi in1. Sub bab kedua
mengenal szran-saran, dimana dalam sub bab ini disampaikan tentang saran

Penulis terhadap apa vang menjadi judul skripsi ini.



